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PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 4 TAHUN 2OL2

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
bahwa kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2049
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Perizi nan Tertentu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl. 1926 Nomor 226 jo. Stbl. 1940
Nomor 14 dan 450;
Undang-Undang Nomor LZ Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi lawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor t9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a$ail;

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72fl;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A07 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan lalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s025);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor LLz,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50a9);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor t40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a34;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3s2e);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3530);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin
Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi
Perusahaan Industri;

22. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di lalan dengan Kendaraan
Umum;
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

20LL;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12IMEN/

2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Izin Mendirikan Bangunan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.O2/MEN/

2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14IMEN/
2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20LL tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2
Tahun 19BB tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun
19BB Nomor 5 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAI(YAT DAEMH
KABUPATEN PAMEKASAN

dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN DAEMH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan

memungut Retribusi Perizinan Teftentu.
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Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin teftentu oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi mass, organisasi sosial politi( atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas teftentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan,
ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum
secara terus-menerus.
Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian
dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah
ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Daerah.
Tempat usaha/kegiatan adalah tempat melakukan usaha/kegiatan
secara teratur dalam suatu bidang teftentu untuk mencari keuntungan.
Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan
jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,
sefta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan
untuk angkutan barang danlatau orang dengan dipungut bayaran.
Angkutan adalah perpindahan orang danlatau barang dari satu tempat
ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas
jalan.
Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi
dan awak kendaraan.
Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan
untuk melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa
angkutan pada lintasan tertentu.
Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan
yang telah memiliki trayelg untuk menggunakan kendaraan bermotor
cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
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Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang

memiliki tempat duduk paling banyak B (delapan) orang termasuk
untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg (tiga ribu
lima ratus kilogram).
Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari B (delapan) orang termasuk untuk pengemudi
atau yang beratnya lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
Usaha Perikanan adalah usaha penangkapan, pembudidayaan dan
pengolahan ikan, termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan atau
pengawetan ikan untuk tujuan komersial, baik yang dilakukan oleh
perorangan maupun korporasi dalam negeri.
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak
berstatus badan hukum.
Surat Izin Usaha Perikanan, ydfl9 selanjutnya disingkat SIUP adalah izin
tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi.
Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara
apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah
dan/atau mengawetkannya.
Surat Izin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah
surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
usaha penangkapan ikan di wilayah perairan daerah.
Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan
dan/atau membiakkan ikan sefta memanen hasilnya dalam lingkungan
yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah dan/atau mengawetkannya.
Surat Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI adalah
surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk
melakukan kegiatan budidaya ikan.
Surat Izin Kapal Pengangkutan lkan, yang selanjutnya disingkat SIKPI
adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk
melakukan kegiatan budidaya ikan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
teftentu.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas
waKu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danlatau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.


